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Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa â€•setiap orang yang
menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak dan disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 (enam) tahun dan dengan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)â€•, namun dalam
prakteknya masih saja terdapat pelaku tindak pidana penjualan gas elpiji bersubsidi diatas harga eceran tertinggi.
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab para pelaku melakukan penjualan gas elpiji 3 kg diatas
harga eceran tertinggi, untuk menjelaskan Penegakan Hukum terhadap pelaku penjualan gas elpiji bersubsidi diatas harga eceran
tertinggi serta untuk menjelaskan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi terjadinya
tindak pidana penjualan gas elpiji 3 kg diatas harga eceran tertinggi.
Metode yang dilakukan menggunakan penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara
membaca buku-buku teks, peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan bahan bacaan terkait skripsi ini. Penelitian lapangan
dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan untuk mendapatkan data terkait tindak pidana penjualan gas elpiji. 
Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor penyebab para pelaku penjualan gas elpiji 3 kg bersubsidi adalah faktor ekonomi, karena
adanya kesempatan serta tidak menghiraukan aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak pertamina
berupa memberikan sanksi kepada pelaku sesuai dengan kontrak yang telah disepakati oleh kedua pihak, sanksi terberat yang
dijatuhkan oleh pihak pertamina adalah pemutusan konrak kerja, Dalam hal penanggulangan, pihak kepolisian Melakukan tindakan
yang bersifat preventif (pencegahan), memberi respon yang cepat terhadap setiap laporan atau pengaduan dari setiap warga
masyarakat.
Disarankan kepada pihak Kepolisian dalam usaha penanganan tindak pidana penjualan gas elpiji 3 kg bersubsidi memerlukan suatu
tindakan yang bersifat preventif (pencegahan) dan tindakan kuratif yaitu tindakan yang diambil oleh pihak kepolisian setelah
terjadinya tindak pidana penjualan gas elpiji bersubsidi.
